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Menimbang:

Mengingat : 1.

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 184 al'at (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahiin
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i,

terakhir dengan LTndang-Undang Nornor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 'Iahun 2OO4 tentang
Pernerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) herupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling larnbat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentatrg Pertanggungawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2412.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin clan Daerah Tingkat ll
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang l\omor 12 Ta-hun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nor::ror 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
UrLdang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pe.rubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahlrn

2.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yarrg Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuarrgan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik indorresia Tahun 2OO4

ilo*o. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I:ndonesia Tahun 2OO4 Nornor 125, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
d.engan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor aSaa);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbingan Keua,gan Antara Pemerintah Pusat
dan Pem"iit tah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor )'26, Tambahan
l,embaran Negara Republik indonesia Nomor aa38);



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a\

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rai<yat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun '2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Keduclrrkan Protokoler darl Keuangan Pimpinan dan
y'rnggota Dewan Perrn'akilan Rakl'at Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr-rn 2OO7

I\tromor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aT l2);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tairun 2005 tentang
P:ngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol'2
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan. Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Peraturan Pernerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang sistem Inforrnasi Keuangan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembara.n Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

l6.Peraturan Pemerintah Nonror 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen5,'usunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

l8.Peraturan Femerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593\;

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun '2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614\',

2O.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O

tentang StAndar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

22. Perat'uran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OlL
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Oll Nornor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52191;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2OL2 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272\;



24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-und.angan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2Ol1 tentang Perubatran Kedua atas Peraturan
ivlenteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2OLl
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20LO tentang Pedoman Peiaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 'lahun
2OlL tentang Pembentukan Produk hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 69$;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

25.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13

Tahun 2}ll tentang Anggaran Pendapa.tan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pen-rbahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Al2;

26.

27.

28.



Dengan Persetqiuan Eersama

DEWAN PERWAIULAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPTN

MEMUTUSI{AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAFIUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Petnerintahan daefah adalah penyelenggaraan urusan
pefnerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun
t945;

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rai<yat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

ada-lah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure
penyelen ggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.

5. Bupati aclalah l3uPati TaPin.

6. Sekretariat Daerah. adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daiam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah'

10. Anggaran Penuapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APB-D adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan d"isetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah'



ll.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber da-Va keuangan
yang diketola oleh pemerintah pusat/daera"h yang
*..rggr*barkan perbandingan antara anggaran dan reiisasinya
dalam dalam satu. periode pelaporan.

12. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah

13. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.

14. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

15. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antata pendapatan
daerah dan belanja daerah.

16. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu diba5'a1

kembali dan/atau pengeluaran yang aka.n diterima kembali bauk
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnYa.

l7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLpA adalah srelisih lebih reaiisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selarna satu periode anggaran.

18. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekutas
pada tanggal tertentu.

19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai danlatau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lali-r

dan dari *".r" manfaat ekonomi da/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun
masyaiakat "".t" dapLt diukur dalam satuan uang termasuk

".r*-b", 
daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

clipelihara karena alas an sejarah dan budaya'

20. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yr.rg"p"nyelesaiannya mengakibatkan aliran keiuar sumber daya

ekonomi Pemerintah.
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

setisih antara aset dan kewajiban pemerintah'

22.Laporan arus kas adaiah laporan yang menyajikan informasi kas

sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan

transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran- dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah
selama periode tertentu.

2S.Catatan atas Laporan Keuangan adalah pejelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran'

neraca dan laPoran arus kas'



BAB II

PERTANGGUNCNIAUIABAN PELAKSANA.AN APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungja.waban pelaksanaan APBD berupa lapora'n

keuangan men:uat :

a. laporan realisasi anggaran;
b. fleraca;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laPoran keuangan'

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporai kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan

Usaha Milik Daerah I Penrsahaan Daerah'

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan
Belanja
Surplus/ (Defisit)

c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Surplus/ (Defisit)

Rp. 8 16.0 19.507 .47 3,54
Rp._696.993.740. 7 1 8,00
Rp. 1 19.O25.7 66.755,00

Rp. 2.569.487 .199 ,OO

7 18.924.O70.407 ,oo

Rp. 804.778.672.668,00
Rp. 6e6.ee3.rye.7]8po-

.. Rp. 33.663.599.O0O,0O
Rp. 87 .931.654.954,54

Uraian laporan realisasi
Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 4

anggaran sebagairnana dirnaksud daiam

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah\-/ 
Rp. 97.O9i.l+gt.OO6,5+ dengan rincian sebagaj berikut :

". Anggaran PendaPatan setelah
perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang) Rp. 97 '095'437 'A66,54

(2) Selisih anggaran dengan realisasi beianja sejumlah
Rp. (1O7.rA+.ge1.95O;OO) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran beianja setelah
perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang) Rp. (1O7.784.931.95O,OO)

Rp
Rp

Selisih anggaran dengan
Rp. 33.17t.764,494,54

realisasi surplus/defisit sejumlah
dengan rincian sebagai berikut l

(3)



a. Surplus/defisit setelah
perubahan Rp' (35'854'602'261,00)

b. Realisasi 
-Selisih lebih/(kurang) Rp. 33-77 1.164.494,54

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pernbiayaan
sejumlah lne 1L7.L27.064.062,00) dengan rincian sebagai

berikut :

a. Anggaran Penerimaan
pembiaYaan setelah Perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang) Rp. (117.127.064'062,OOl

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluara,n .pembiayaan
sejumlah (Rt. 178.350.000,O0) dengan rincian sebagai berikut '.

Rp. 119.696.551.261,00
Rp. 2.569 .487 .192 ,OY -

Rp. 33.841.949.OO0,O0
Rp. 33.663.599,Q!9,0L -

a. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah Pembahan

b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang) Rp. (178.35O.OO0,O0)

(6) $Usih anggaran dertgan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp. 5a.7OO.+gO.+60,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran PembiaYaan netto
setilah perubahan Rp. 95.854.602.26I,00

b. Realisasi Rp. (31'094' 1 i i '801,00)
Selisih lebih/(kurang) Rp. (54.760.490.460,00)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per

31 Desember 2Ol2 sebagai berikut :

a. jumlah aset
b. jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas dana

Rp. (31.094. 1 1 1.801,00)

Rp. 2.564.231.596,00

Rp. 1.825 .O49.542.A47 ,94
Rp 0.00r\v.

Rp. 1.825 .O49.542.O47,94

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2Ol2 sebagai berikut :

a. saldo awal kas per l Januari2oL2 Rp 118.196.551.261,38

b. Arus kas bersikr dari aktivitas operasi Rp. 335.847'595'972,54

c. Arus kas bersikr dari aktivitas investasi
non keuangan Rp (219.399.565.813,00)

d. Arus kas bersih dari aktivitas
pembiayaan

e. Arus kas bersih dari aktivitas non
anggaran



f. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 13.505.000,00
g. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Rp. 67.865.809,00
rr. s"ldo akhir kas per 31 Desember 2072 Rp.206.196.072.024,92

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2Ol2 mentuat informasi
baik secaia kuantitatif maupun kualitatif at.as pos-pos keuangan'

Pasal 8

PertanggUngjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam p"*J 1 tercantum dalam Lampirarl yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Larnpiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran L8

Lampiran I.9

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pernbiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselerasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daeratr dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara-;

Daftar piutang daerah;
'-Daftar penyertaan mocial (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah dan

Daftar pinjaman daerah dan obiigasi daerah;

Daftar Jumlah Pegalvai Per Golongan dan Per
Jabatan;.

Neraca;

Laporan arus kas;

Lampiran I.10

Lampiran I.11

Lampiran 1.12

b. Larnpiran II

c. Lampiran III
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